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BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI ASEANAPOL 
(ASEAN CHIEFS OF NATIONAL POLICE) DALAM KONTEKS KEJAHATAN TRANSNASIONAL
A. ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of National Police)
1. Latar Belakang Berdirinya ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of National Police)

ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of National Police) berawal dari sidang umum ICPO-Interpol ke 49 bulan November 1980 di Manila, Filipina. Di sela-sela pertemuan Kepala Kepolisian Negara-negara di seluruh dunia, para Kepala Kepolisian wilayah Asia Tenggara mengadakan pertemuan informal tersendiri dan waktu itu terlontar gagasan, mengapa mereka tidak menyelenggarakan konferensi tahunan di antara kepolisian ASEAN. Gagasan ini disambut baik oleh para pemimpin kepolisian Negara ASEAN (waktu itu baru 5 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand).

Atas inisiatif dari Letnan Jenderal Fidel V Ramos dari Filipina, maka pada tanggal 20-24 Oktober 1981, 5 kepala kepolisian ASEAN mengadakan pertemuan pertama ASEANAPOL di Manila (The First Meeting of The Chiefs of The National Police of The ASEAN Countries). Dari Indonesia hadir Letnan Jenderal Polisi Sabar Kumbino sebagai Wakapolri yang mana pada saat itu Kapolri Prof. Dr. Awaloedin Djamin tidak dapat hadir, dari Malaysia hadir Tan Sri Mohammad Hanief bin Haji Omar, dari Singapura komisaris Goh Yong Hong, dari Thailand Jenderal Polisi Surapon Chulabrahm dan dari tuan rumah Filipina Letnan Jenderal Fidel  Ramos.


Sebelum ASEANAPOL dibentuk, kerjasama Interpol antar Negara sudah berjalan dengan baik. Selama ini kerjasama Interpol tidak mengalami hambatan karena salah satu pasal dalam Anggaran Dasar ICPO-Interpol, nama resmi Interpol menyebutkan bahwa organisasi ini tidak mencampuri masalah politik, militer, agama dan rasial sehinnga kepolisisan suatu Negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara lainpun dapat saling berkomunikasi melalui jalur Interpol.

Namun tampaknya kerjasama yang sudah ada tidak cukup, para Kepala Kepolisian di Asia Tenggara berpendapat agar kerjasama lebih efektif, dibutuhkan kerjasama regional yang lebih sempit. Mereka menyadari bahwa kerjasama regional di tingkat Asia masih terlalu luas, sehingga untuk lebih mengefektifkan kerjasama tersebut, para Kepala Kepolisian di Asia Tenggara sepakat membentuk ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL) yang merupakan forum atau wadah ICPO-Interpol di wilayah Asia Tenggara untuk bertemu dan berdiskusi.


Dalam hal kerjasama regional ini, Markas Besar Interpol sendiri sebenarnya sudah mendorong bahwa betapa begitu pentingnya kerjasama regional. Dapat dibuktikan dalam Sidang Umum yang diselenggarakan setiap tahun oleh ICPO-Interpol. Dalam Sidang Umum yang dihadiri oleh Kepala Kepolisian anggota ICPO-Interpol seluruh dunia ini, selain ada sidang-sidang pleno dan sidang komite, juga ada sidang regional (Amerika, Eropa, Afrika dan Asia) yang terpisah dan diadakan pada hari khusus.
Disamping itu, setiap dua tahun sekali diselenggarakan sidang ICPO-Interpol Regional Asia yang tujuannya mendorong kerjasama regional, kawasan dan bilateral. Kerjasama regional ini cukup efektif, terbukti dengan terbentuknya kantor regional ICPO-Interpol di Bangkok, Thailand untuk kawasan Asia dan di Buenos Aires, Argentina untuk kawasan Amerika serta kantor perwakilan di Abidjan, Pantai Gading untuk kawasan Afrika. Kantor-kantor tersebut merupakan perpanjangan tangan dari kantor Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol yang berpusat di Lyon, Perancis yang sekaligus berfungsi sebagai kantor pusat regional untuk wilayah Eropa.

Untuk menangani permasalahan Narkotika dan obat-obatan terlarang, ICPO-Interpol menempatakan Perwira Penghubung atau Liaison Officer (LO) untuk kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Bangkok dan untuk para pejabat ditunjuk secara bergiliran dari masing-masing Negara anggota.
Berdasarkan karekteristik kejahatan di setiap kawasan tersebut, dapat dimaklumi mengapa masing-masing kawasan membutuhkan kerjasama kepolisian yang berbeda dengan kerjasama di kawasan lain. Tidak cukup hanya kerjasama di kawasan Asia yang wilayahnya cukup luas, tetapi dibutuhkan kerjasama regional yang lebih sempit untuk memudahkan komunikasi.
ASEANAPOL telah mendukung peningkatan kerjasama dalam menanggulangi isu-isu keamanan non tradisional seperti kejahatan lintas Negara. Dalam lingkup yang lebih luas ASEANAPOL ikut serta dalam usaha mewujudkan pencapaian ASEAN Community yaitu ASEAN yang damai, stabil dan makmur, dimana anggotanya hidup berdampingan secara damai dengan sesama anggota lainnya dan Negara-negara lain.

Institusi yang merupakan forum kerjasama antar kepolisian nasional dari Negara-negara ASEAN ini juga telah mengembangkan suatu sistem database yang memungkinkan Negara-negara anggotanya untuk bertukar informasi secara cepat, reliable dan aman serta menyediakan berbagai sarana lebih lanjut guna mengakses sistem komputer pada Sekretariat Jenderal Interpol.


Hal ini sesuai dengan salah satu butir yang dihasilkan dan disepakati para peserta sidang ASEANAPOL ke-12 di Brunei Darussalam pada awal Agustus 1992 adalah dibentuknya Bank Data ASEANAPOL disetiap markas besar kepolisian.
 Kesepakatan di bentuknya Bank Data ASEANAPOL di setiap markas besar kepolisian dinilai sebagai langkah maju, masing-masing Interpol yang ada di Negara ASEAN akan mudah mendeteksi dan menjaring penjahat Internasional yang berkeliaran di wilayah Asia Tenggara, bahkan penjahat dari luar ASEANAPOL akan mudah terdeteksi.


Sebagai contoh misalnya telah terjadi kasus kejahatan internasional di Jakarta dan disinyalir para pelaku berasal dari luar negeri. Interpol Indonesia melalui Bank Data ASEANAPOL dalam waktu singkat menyebarkan informasi dan data penjahat kesemua jaringan bank data di kepolisian seluruh Negara anggota ASEANAPOL.


Bank data tersebut akan dihubungkan dengan bank data yang dimiliki oleh departemen atau instansi yang terkait dengan penanggulangan kejahatan internasional atau yang tergabung dalam tim koordinasi Interpol. Misalnya dengan pihak Imigrasi tertutama yang berkaitan dengan paspor, demikian juga bank data akan digabungkan dengan Direktorat Reserse Kepolisian kewilayahan (POLDA) di Indonesia.


Dengan adanya bank data ASEANAPOL ini, diharapkan dapat mempersempit ruang gerak penjahat yang telah diketahui identitasnya. Hal ini dikarenakan semua foto-foto, sidik jari, ciri-ciri dari para penjahat internasional tersebut sudah tersebar di Negara-negara anggota ASEANAPOL. Hal ini akan mempermudah bagi pihak kepolisian dan instansi terkait yang tergabung dalam wadah tim koordinasi Interpol untuk meringkus penjahat tersebut.

2. Tujuan dibentuknya ASEANAPOL

ASEAN Chiefs of National Police dibentuk guna menangani aspek-aspek preventif, penegakan (enforcement) dan operasional dalam kerjasama ASEAN untuk menanggulangi kejahatan transnasional. ASEANAPOL telah secara aktif terlibat kerjasama di bidang pengetahuan dan keahlian dalam penegakan hukum (policing), pelaksanaan (enforcement), hukum (law), criminal justice, serta penanggulangan kejahatan transnasional dan internasional. 
Adapun tujuan dari ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of National Police) sejalan dengan apa yang ditujukan oleh ICPO-Interpol yaitu :

1. Penanggulangan terhadap kejahatan Internasional di kawasan ASEAN.
2. Tukar menukar informasi kriminal secara cepat dan tepat.
3. “Hot Persuit” terhadap lintas batas pada penjahat.
4. Tukar menukar personel dalam rangka saling mengenal dan menimba pengalaman satu sama lain.
5. Kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi kepolisian.

3. Keanggotan ASEANAPOL

Kerjasama kepolisisan ASEAN melalui ASEANAPOL ini telah berkembang secara keanggotaan yang kini telah mencapai 10 Negara anggota. Artinya ASEANAPOL diikuti oleh semua Negara anggota ASEAN, yang diantaranya adalah :

1. Malaysia (1981)

2. Singapura (1981)

3. Thailand (1981)

4. Fhilipina (1981)

5. Indonesia (1981)

6. Brunei Darussalam (1985)

7. Vietnam (1996)

8. Laos (1998)

9. Myanmar (1998) 

10. Kamboja (2000)

Pada pertemuan pertama ASEANAPOL yang diadakan di Fhilipina pada tanggal 20 sampai 24 Oktober 1981, dihadiri oleh Negara yang sudah tergabung pada saat itu yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Fhilipina, dan Indonesia. Negara-negara ASEAN lain ikut bergabung kedalam ASEANAPOL diantaranya Brunei Darussalam bergabung pada pertemuan ASEANAPOL yang ke-5 pada tahun 1985, Vietnam pada pertemuan ASEANAPOL ke-16 tahun 1996, Laos dan Myanmar ikut sebagai peninjau pada pertemuan ASEANAPOL ke-17 tahun 1997 akan tetapi secara formal bergabung pada pertemuan ke-18 tahun 1998 dan Kamboja bergabung dengan ASEANAPOL pada pertemuan ASEANAPOL yang ke-20 tahun 2000.
Selain terdiri dari 10 negara anggota, ASEANAPOL dalam melakukan pertemuan rutin setiap setahun sekalinya juga dihadiri oleh 7 Negara peninjau dan 2 organisasi internasional, yaitu :

Negara Peninjau :

1. Australia
2. Selandia Baru

3. Jepang

4. RRC

5. Papua New Guinea

6. Korea Selatan

7. Timor Leste

Organisasi Internasional :

1. ICPO-Interpol

2. Sekretariat ASEAN

B. ASEANAPOL Sebagai Wadah Kerjasama Kepolisian ASEAN

ASEANAPOL merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya ASEAN menanggulangi kejahatan transansional. Organisasi ini semakin nyata fungsinya dalam menanggulangi kejahatan transnasional, dimana sudah pasti sedikitnya akan ada dua Negara yang terlibat. Hal ini dapat kita lihat ketika misalnya ada seorang pelaku kejahatan narkotika yang berwarganegara Indonesia dan melarikan diri ke Malaysia. Otomatis di kepolisian Malaysia tidak memiliki kewenangan dalam menangkap pelaku  kejahatan tersebut. Oleh karena itulah diperlukan kerjasama kepolisian antar Negara ASEAN yang akan memudahkan kita dalam menyelidiki dan menindak kasus kejahatan transnasional ini.

Dalam menangani kejahatan transnasional di kawasan Asia tenggara, ASEANAPOL sebagai bagian dari ICPO-Interpol memiliki Biro Pusat Nasional (NCB) di masing-masing Negara anggota ASEAN yang saling berkoordinasi satu sama lain dalam koridor ASEANAPOL.

ASEANAPOL merupakan sebuah wadah kerjasama bagi para kepolisian Negara ASEAN. Koordinasi dalam ASEANAPOL dianggap lebih mudah karena langsung berhubungan dengan Kepala Kepolisian Nasional. Sehingga telah memiliki perangkat dan mekanisme, serta standar prosedur dalam menindak kejahatan transnasional.

1. Pertemuan ASEANAPOL (ASEAN Chiefs of National Police)
ASEANAPOL berkaitan dengan upaya pencegahan, penegakan hukum, hukum, criminal justice dan aspek operasional dalam kerjasama untuk memerangi suatu kejahatan yang bersifat transnasional. ASEANAPOL selalu aktif terlibat dalam membagi pengalaman dan kegiatan khususnya yang menyangkut mengenai masalah kebijakan, penegakan hukum, hukum dan kejahatan transnasional hingga kejahatan internasional.

Sebagai wadah kerjasama kepolisian, ASEANAPOL setiap tahunnya melakukan pertemuan rutin tahunan yang dihadiri oleh pejabat kepolisian Negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini dilakukan di Negara-negara ASEANAPOL secara bergiliran. Dalam pertemuan rutin tahunan ini dibahas berbagai isu-isu yang menjadi ancaman bagi Negara-negara ASEANAPOL, berbagai isu tersebut antara lain :

1. Arm Smuggling (penyelundupan senjata api)

2. Human Trafficking (perdagangan manusia)

3. Transnasional Fraud (Penipuan transnasional)

4. Commercial Crimes, Bank Offences and Credit Card Fraud (kejahatan ekonomi, kejahatan perbankan dan penipuan dengan kartu kredit)

5. Cyber Crime (kejahatan maya)

6. Fraudulent Travel Document (pemalsuan dokumen perjalanan)

7. Maritime Fraud (penipuan/kejahatan maritime)

8. Money Laundering (pencucian uang)

9. Illicit Drugs (peredaran gelap narkotika)

10. Terorrism (terorisme)

Kesepuluh topik ini menjadi pembahasan dalam setiap pertemuan tahunan ASEANAPOL. Masing-masing Negara akan melaporkan keadaan Negaranya menyangkut kesepuluh topik ini dan akan didiskusikan serta dicari pemecahannya. Hasil pembahasan dan diskusi ini kemudian akan dituangkan kedalam Joint Communique (Komunika Bersama). Dan pada tahun berikutnya akan dibahas kembali perkembangan dari hasil Joint Communique tahun sebelumnya.

Hingga saat ini, ASEANAPOL telah melakukan pertemuan rutin tahunan sebanyak 26 kali, yang berarti bahwa terdapat 26 buah Joint Communique sebagai hasil sidang ASEANAPOL. Indonesia sendiri telah bertindak selaku tuan rumah penyelenggaraan konferensi ASEANAPOL sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 1983, tahun 1989, tahun 1995 dan tahun 2005.

Joint Communique ini bukanlah sebagai sebuah protokol, melainkan hanya pada tataran kebijakan bagi Negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan ini akan diimplementasikan oleh masing-masing Negara dan hasilnya akan dilaporkan pada pertemuan berikutnya.

Komunika bersama ini merupakan koridor bagi Negara anggota ASEANAPOL dalam memberantas kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara. Dari Joint Communique inilah yang menjadi pertimbangan dasar bagi masing-masing Negara untuk mengambil tindakan mengenai masalah-masalah kejahatan transnasional.

2. Manfaat Dari Pertemuan ASEAN Chiefs of National Police 

Sebagian orang bertanya-tanya apa pentingnya ASEANAPOL bagi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Satu hal yang pasti bahwa setiap kepolisian Negara membutuhkan kerjasama internasional. Kejahatan yang bersifat transnasional telah menampakan diri sebagai suatu ancaman dunia pada abad 21 khusunya pada wilayah Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan kejahatan transnasional dapat mengganggu kehidupan demokrasi dan perekonomian suatu Negara atau wilayah, oleh sebab itu diperlukan kerjasama regional atau internasional dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi kejahatan ini.

Selain untuk mempererat hubungan diantara institusi kepolisian masing-masing Negara di kawasan ASEAN, ASEANAPOL bisa dikatakan sebagai wadah untuk melakukan diskusi, pertukaran ide sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam mempelajari, melakukan pembahasan mengenai suatu kejahatan yang tengah berkembang sehingga dapat dicari jalan keluar untuk menanggulanginya secara bersama-sama.

Sebagai sebuah wadah yang berada disuatu kawasan peran ASEANAPOL dirasakan sangatlah besar sebagai salah satu badan yang berkaitan langsung kepada  penegakan  hukum. ASEANAPOL diharapkan mampu membantu Negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi dan memerangi suatu kejahatan yang bersifat transnasional yang dinilai dapat mengancam suatu Negara bahkan mengancam suatu kawasan.

Disamping itu pertemuan diantara Kepala Kepolisian kawasan ASEAN ini dapat pula dijadikan dasar untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan kemampuan masing-masing anggota melalui program-program khusus dan pelatihan sebagai upaya penigkatan profesionalisme dikalangan polisi ASEAN.

C. Sidang Komisi ASEANAPOL

Dalam kerjasamanya ASEANAPOL dibagi kedalam tiga komite yang berbeda tugasnya. Meskipun dalam perkembangannya ketiga komite tersebut semakin memperluas ruang lingkup kerjanya. Ketiga komite inilah yang menjadi awal atau dasar yang disahkan pada Joint Communique sidang ASEANAPOL ke-6 di Brunei Darussalam pada tanggal 1-13 November 1986.

A. Komisi A

Komisi A membahas materi-materi sebagai berikut :

1. Perederan Gelap Narkotika

Secara umum situasi masalah narkotika di kawasan Negara-negara ASEAN masih dapat dikendalikan  meskipun di dalam faktanya terlihat kecendrungan meningkatnya kejahatan di bidang peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika yang disebutkan oleh ditingkatkannya kegiatan-kegiatan para pengedar narkotika secara ilegal dan lebih luas meliputi lingkup nasional maupun internasional.

Berdasarakan pertimbangan tentang perlunya untuk memperkuat dan meningkatakan usaha-usaha pengawasan, pencegahan dan pemberantasan masalah peredaran gelap narkotika khususnya di kawasan Negara-negara ASEAN. Komisis A sidang ASEANAPOL menyepakati untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan yang meliputi sebagai berikut :

a) Pertukaran informasi intelijen kriminal mengenai penyelidikan masalah peredaran gelap narkotika diantara kepolisian Negara-negara ASEAN khususnya diantara pejabat-pejabat yang bersangkutan guna menangani kasus-kasus yang perlu penyelesaian cepat, harus ditingkatkan.
b) Perlunya suatu diadakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, metode atau cara penegakan hukum maupun usaha penyembuhan dan rehabilitasi yang dilaksanakan di Negara-negara anggota ASEAN.
c) Meningkatkan kegiatan pencegahan dan pemberantasan secara intensif terhadap permasalahan peredaran gelap narkotika di kawasan Negara-negara ASEAN. Baik melalui jalur-jalur pintu masuk dan keluar yang resmi (legal) maupun tidak resmi (illegal), daerah-daerah perbatasan dan daerah pantai serta perlunya diselenggarakan kerjasama secara terpadu diantara Negara-negara yang berbatasan dalam menanggulangi masalah ini.
d) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam bidang operasional guna mensinkronkan dan memudahkan kegiatan-kegiatan penanggulangan diantara kepolisian Negara-negara ASEAN untuk mencapai hasil yang lebih berhasil dan berdaya guna.
e) Meningkatakan bantuan dan kerjasama yang saling menguntungkan yang menyangkut semua aspek penyelidikan termasuk tenaga ahli teknis, pengamanan barang bukti maupun hal-hal lain yang diperlukan dalam penanganan kasus-kasus.
2. Penyelundupan dan Peredaran Gelap Senjata Api

Mengingat perlunya kerjasama diantara kepolisian Negara-negara ASEAN untuk mengawasi masalah penyelundupan dan peredaran gelap senjata api, Komisi A menyetujui untuk memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sebagai berikut :

a) Mengadakan evaluasi dan pengkajian serta apabila diperlukan mengusulkan perubahan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai perizinan dan pengawasan senjata api.
b) Mengadakan hubungan dan kerjasama yang lebih erat diantara kepolisian Negara-negara ASEAN yang menyangkut semua aspek masalah senjata api dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kegiatan penyelundupan dan peredaran gelap senjata api.
c) Menyelenggarakan pertukaran hubungan intelijen (early detection) yang lebih efisien dengan tujuan :

· Menemukan identitas dan keberadaan orang-orang yang terlihat dalam kegiatan kejahatan tersebut.
· Kerjasama dalam bidang operasional apabila diperlukan.
· Memperoleh modus operandi secara terperinci.
· Menemukan para penadah, perantara serta orang-orang lain yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan peredaran gelap senjata api.

d) Meningkatkan secara intensif kegiatan-kegiatan pengawasan dan pencegahan terhadap penyelundupan dan peredaran gelap senjata api di berbagai pintu masuk/ keluar (entry/exit points) termasuk daerah-daerah perbatasan dan kawasan pantai.
e) Melanjutkan kerjasama multilateral diantara Negara-negara ASEAN mengenai semua bidang yang menyangkut penyelundupan dan peredaran gelap senjata api termasuk penyelidikan, pengumpulan barang-barang bukti, pengajuan perkara, keputusan-keputusan pengadilan dan lain-lain.
B. Komisi B
Komisi B menangani kasus-kasus antara lain :
1. Kejahatan Pemalsuan Uang

ASEANAPOL memperhatikan kejahatan pemalsuan uang hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa :

a) Masalah pemalsuan uang dewasa ini merupakan suatu kejahatan yang sophisticated (canggih) yang dilakukan dengan teknik dan pengetahuan yang tinggi.
b) Ruang lingkup kegiatan kejahatan pemalsuan uang tidak lagi terbatas pada wilayah nasional Negara masing-masing, akan tetapi telah melibatkan beberapa Negara dalam arena kegiatannya.
c) Kejahatan-kejahatan pemalsuan uang dapat merugikan dan mempengaruhi sistem moneter Negara-negara yang bersangkutan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat pentingnya kerjasama yang terpadu dan upaya-upaya penanggulanagan yang konkrit dalam memberantas kejahatan pemalsuan uang dengan berlandaskan undang-undang dan peraturan hukum masing-masing Negara, oleh karena itu komisi B beresepakat untuk :

a) Mengedarkan contoh jenis-jenis uang yang sering dipalsukan dari masing-masing Negara ASEAN dengan modus operandi beserta identitas orang-orang yang terlibat guna memudahkan tindak kepolisian yang perlu dilakukan oleh Negara-negara ASEAN lainnya.
b) Mengirimkan secara berkelanjutan tentang informasi-informasi yang sesuai dengan zaman mengenai kejahatan uang palsu serta petunjuk-petunjuk yang perlu diberikan dengan menggunakan sarana komunikasi atau jalur sebagai berikut :
· Kasus-kasus rutin :

1. melalui NCB (National Central Bereau / Interpol
2. Melalui Sekretariat ASEANAPOL

· Kasus-kasus penting :

Melalui jalur tersebut diatas ataupun langsung melalui pejabat-pejabat yang menangani kasus tersebut di Negara masing-masing dengan menggunakan telepon.

c) Meningkatkan kerjasama khususnya dalam bidang penyelidikan, pertukaran pengetahuan taktis dan teknis serta tenaga ahli dalam rangka memastikan agar pelaku-pelakunya dapat ditangkap dan ditahan sesuai undang-undang dan ditahan sesuai undang-undang dan diajukan ke pengadilan.
d) Membantu sepenuhnya pengajuan saksi-saksi dan penyediaan dokumen-dokumen kapan saja diperlukan guna keberhasilan penuntutan kasus tersebut yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing Negara-negara anggota ASEAN.

2. Kejahatan Ekonomi atau Perbankan
Berdasarkan pertimbangan bahwa :

a) Kejahatan ekonomi atau perbankan pada umumnya terus meningkat di semua Negara-negara anggota ASEAN.
b) Kejahatan ekonomi atau perbankan telah menjadi kejahatan yang canngih, hal ini disebabkan karena teknolgi modern dan pada umumnya kejahatan ini dilakukan secara teroganisir oleh sindikat.
c) Penipuan dan pelmasuan surat-surat berharga (traveler cheque dan sebagainya) dewasa ini telah melanda Negara-negara anggota ASEAN.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan menyadari akan pentingnya usaha-usaha bersama serta koordinasi dengan Negara-negara anggota ASEANAPOL dalam upaya memberantas kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut tanpa menyalahi peraturan-peraturan yang berlaku pada masing-masing Negara, maka anggota komisi B bersepakat untuk :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara Negara-negara anggota.
2. Memelihara pertukaran informasi secara rutin guna memungkinkan Negara-negara anggota ASEAN melakukan tindakan kewaspadaan, maupun tindakan-tindakan pencegahan serta kegiatan penanggulangan yang diperlukan.
3. Pertukaran informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut :

· Dalam kasus-kasus rutin : melalui NCB / Interpol dan melalui Sekretariat ASEANAPOL.
· Dalam kasus-kasus penting : mengadakan kontak langsung melalui telepon kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan pada kasus tersebut.

4. Menyiapkan lembar petunjuk yang menyantumkan nama instansi beserta pejabat-pejabat dengan nomor teleponnya yang langsung menanggani masalah ini dan selalu diperbaharui.
5. Membantu sepenuhnya pengajuan saksi-saksi guna memberikan kesaksian dan pengadaan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana yang diminta oleh Negara-negara anggota ASEAN.
6. Kerjasama dalam semua aspek yang menyangjut penyidikan kejahatan ekonomi termasuk pencurian dan penangkapan atau penahanan pelaku.

3. Kejahatan Penipuan Dengan Kartu Kredit

Berdasarkan pertimbangan bahwa :

1. Kejahatan dengan menggunakan kartu kredit dewasa ini telah mulai berkembang di kawasan Negara-negara ASEAN yang disebabakan oleh meningkatnya penggunaan fasilitas kartu kredit dalam sektor perekonomian di Negara-negara anggota.
2. Kejahatan ini diperkirakan akan terus meningkat secara proporsional khususnya dilakukan oleh sindikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang dapat merugikan terhadap sektor perdagangan dan ekonomi. Komisi B bersepakat untuk meningkatkan secara aktif terhadap usaha-usaha penanggulangan untuk memberantas kejahatan tersebut tanpa menyalahi peraturan yang berlaku pada masinng-masing Negara. Usaha tersebut antara lain adalah :
1. Meningkatakan kerjasama dalam semua aspek termasuk pengetahuan akademis, teknis, serta tenaga ahli yang menyangkut usaha-usaha penyidikan terhadap kejahatan tersebut.
2. Menjamin terlaksananya peraturan informasi dan intelijen secara cepat yang meliputi modus operandi sindikat dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan penipuan dengan kartu kredit.
3. Menggunakan sarana berikut ini untuk pertukaran informasi, diantaranya :

Kasus-kasus Rutin : melalui jalur NCB / Interpol dan Sekretariat ASEANAPOL.

Kasus-kasus penting : koordinasi secara langsung antara pejabat-pejabat yang menangani masalah penting.
4. Memenuhi permintaan bantuan dari kepolisian Negara-negara ASEAN untuk mendapatkan saksi-saksi dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan guna dalam pengajuan perkara pengadilan.

C. Komisi C

Komisi C menanagani kasus-kasus antara lain :
1. Sistem ASEANAPOL Database :
Pembangunan ASEANAPOL Database merupakan sebagai sarana peningkatan kecepatan pertukaran informasi antar Kepolisian Negara ASEAN.

Hal ini dibahas oleh Komisi C sebagai usaha yang dibutuhkan dalam perkembangan dalam ASEANAPOL Database. Dimana ASEANAPOL Database merupakan suatu sistem komputerisasi yang menghubungkan masing-masing Kepolisian dari Negara anggota ASEAN dalam rangka pertukaran dan pemberian informasi kejahatan, untuk itu dibutuhkan perkembangannya dalam menghadapi kejahatan transnasional.

2. Bantuan Timbal Balik Hukum Dalam Penanganan Kejahatan :

Beberapa Negara anggota ASEAN diantaranya telah memiliki perjanjian ekstradisi (ekstradition treaty), dimana prosedur penyerahan penjahat diatur antara pemerintah kedua Negara. Namun demikian guna dalam memudahkan pelaksanaan-pelaksanaan prosedur penyerahan penjahat pelarian yang diminta oleh suatu Negara-negara ASEAN dari Negara-negara ASEAN lainnya. 
Komisi C telah bersepakat untuk menyelenggarakan Bantuan Timbal Balik Hukum Dalam Penyelidikan.
3. Pertukaran Personil dan Drafting Joint Communique :
Membahas tentang pertukaran personel dan pendidikan dilingkungan kepolisian ASEAN. Hal ini dilakukan guna mempersiakan kesiapan para personel polisi dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin berkembang.
Komisi C membahas tentang jadwal-jadwal pendidikan serta persyaratannya agar disirkulasi ke masing-masing Kepolisian ASEAN sehingga masing-masing Kepolisian dapat memanfaatkan guna pengiriman peserta ke Negara lain.
  Komisi C juga membahas tentang drafting Joint Communique.

� “Konferensi Kepala-kepala Kepolisian ASEAN”, Majalah Interpol Edisi ke 2, Jakarta 2006, hlm. 51.





� NCB-Interpol, Kerjasama Internasional Dalam Bidang Kepolisian (Jakarta : NCB-Interpol Indonesia : 1996), hlm. 89.


� Ibid.


� Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional, Khususnya Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Jakarta: Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI: 2000), hlm. 11.


� “Koferensi ASEANAPOL : Bank Data ASEANAPOL Untuk Buru Penjahat”, dalam � HYPERLINK "http://adhikusumaputra.blogspot.com/" ��http://adhikusumaputra.blogspot.com/�, diakses 27 Maret 2007.


� NCB-Interpol, Op.Cit., hlm. 90.


� Ibid.


� “Konferensi Kepala-kepala Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL)”, Majalah Interpol Edisi ke 2, Jakarta 2006, Hal. 3.





� “ASEANAPOL Conference”, Majalah Interpol Edisi ke 2, Jakarta 2006, Hal. 3.


� “Naskah Pidato Presiden Ri, Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara pembukaan koferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali”,Majalah Interpol, hlm. 3.


� “Sidang Komisi”, Majalah Interpol Edisi ke 2, Jakarta 2006, Hal. 36.





� NCB-Interpol, Op.Cit., hlm. 90.


� Ibid., hlm. 91.


� Ibid., hlm. 92.


� Ibid.


� Ibid., hlm. 94.


� Ibid.


� NCB-Interpol, ASEANAPOL Database System (ADS) (Jakarta : NCB-Interpol Indonesia, 2007), hlm.1.


� NCB-Interpol, Op. Cit., hlm. 128.





PAGE  

